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Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan
karunia-Nya, Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng Tahun
2024 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, setiap instansi
pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN). LAKIN Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Surabaya Genteng Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban
dan transparansi dalam pengelolaan kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran strategis
instansi yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Implementasi Anggaran
Berbasis Kinerja (ABK) untuk mendukung tercapainya visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng telah mencapai seluruh target
Indeks Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 yang merupakan indikator pencapaian sasaran
strategis dengan nilai kinerja organisasi (NKO) mencapai 107,45. Tidak hanya fokus pada
pencapaian yang telah diraih, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng juga terus
maju dengan mempersiapkan implementasi Coretax pada tahun 2025. Diharapkan dengan
adanya sistem administrasi layanan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak ini dapat
meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan pengelolaan data dan sistem, serta memberikan
dasar yang kuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks guna
mempermudah dan meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan di Indonesia.

Demikian LAKIN ini kami susun dengan harapan dapat memberikan gambaran kinerja
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng, manfaat yang diperoleh, serta umpan
balik yang berguna sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Surabaya Genteng pada periode berikutnya. Hal ini bertujuan untuk melaksanakan
pertanggungjawaban atas capaian Visi dan Misi yang diemban oleh Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Surabaya Genteng pada tahun 2024, dalam rangka pengelolaan keuangan negara
yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip good governance.

Surabaya, 31 Januari 2025
Plt. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Surabaya Genteng

Arif Priyanto

ilLaporan Kinerja Tahun 2024
»’,’:



Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng ini memuat
pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng serta mengacu pada Rencana Strategis
Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020—-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Dalam upaya melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang fiskal, yaitu
mendukung kemandirian pembiayaan pemerintah melalui pengumpulan pajak, Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng sebagai instansi vertikal dibawah Kanwil DJP
Jawa Timur | memiliki peran yang sangat strategis, yaitu mengamankan target penerimaan
Tahun 2024 sebesar Rp1.563.528.354.000,- (Satu Trilyun Lima Ratus Enam Puluh Tiga Milyar
Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu). Untuk mencapai sasaran
tersebut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng telah menetapkan kebijakan,
program, dan kegiatan untuk merealisasikan target penerimaan. Realisasi penerimaan pajak
tahun 2024 berhasil mencapai 100,07% atau sebesar Rp1.564.300.909.242,- (Satu Trilyun
Lima Ratus Enam Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu).

Pelaksanaan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng mengacu
pada visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Adapun visi DJP adalah Menjadi
Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui
Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan
Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola
Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif,
Inklusif dan Berkeadilan". Untuk mewujudkan visi tersebut, DJP menjalankan misi yang
meliputi:

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;

2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi,
edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan

3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang
adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan
bermotivasi.

Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan, DJP menjabarkan
sasaran-sasaran strategis sebagai rincian atas tujuan tersebut. Setiap sasaran tersebut
disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Pada
tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng telah menetapkan 10
sasaran strategis dengan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Berdasarkan hasil evaluasi, kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng
tahun 2024 secara keseluruhan sudah baik, di mana hal ini dibuktikan dari Nilai Kinerja
Organisasi (NKO) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng yang telah mencapai
107,45, meningkat dibandingkan NKO tahun 2023 yaitu sebesar 106,35. Adapun rincian untuk
setiap IKU pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Persentase realisasi penerimaan pajak terealisasi sebesar 100,07% (target 100%);

2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan
kas terealisasi sebesar 100,02 (target 100);

3. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa
(PPM) terealisasi sebesar 100,05% (target 100%);
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16.

17.

18.
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20.

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Waijib Pajak
Badan dan Orang Pribadi terealisasi sebesar 107,28% (target 100%);

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material
(PKM) terealisasi sebesar 100,36% (target 100%);

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
terealisasi sebesar 88,80& (target 74%);

Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan terealisasi sebesar 112,10%
(target 100%);

Persentase pengawasan pembayaran masa terealisasi sebesar 118,80% (target 90%);
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
terealisasi sebesar 120% (target 100%);

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan terealisasi sebesar 119,67 (target
100%);

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu terealisasi
sebesar 119,31% (target 100%);

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian terealisasi sebesar 118,58% (target 100%);
Tingkat efektivitas penagihan terealisasi sebesar 107,43% (target 75%);

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan terealisasi sebesar 100%
(target 100%);

Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan
terealisasi sebesar 120% (target 100%);

Persentase penghimpunan data regional dari ILAP terealisasi sebesar 61,50% (target
55%);

Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM terealisasi
sebesar 116,75 (target 100);

Indeks Penilaian Integritas Unit terealisasi sebesar 93,97 (target 85);

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko terealisasi
sebesar 99,18 (target 90);

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran terealisasi sebesar 110,80 (target 100).

Untuk pengelolaan anggaran, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng

telah merealisasikan anggaran TA 2024 sebesar 95,56% untuk semua jenis belanja atau
sebesar Rp39.227.623.506,- dari total pagu sebesar Rp41.048.232.000,-
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecamatan Genteng adalah salah satu kecamatan yang terletak di pusat Kota
Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Simokerto
di sebelah utara, Kecamatan Tegalsari di sebelah selatan, Kecamatan Bubutan di sebelah
barat, dan Kecamatan Tambaksari di sebelah timur. Genteng merupakan kawasan yang
memiliki nilai historis dan juga dikenal sebagai kawasan yang padat aktivitas.

Kecamatan Genteng memiliki luas wilayah sekitar 3,41 km?, yang terbagi menjadi
beberapa kelurahan, di antaranya Kelurahan Embong Kaliasin, Kelurahan Ketabang,
Kelurahan Peneleh, Kelurahan Genteng, dan Kelurahan Kapasari. Penduduk di
Kecamatan Genteng beragam, terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, baik yang tinggal
di kawasan perumahan, komersial, maupun kawasan bisnis.

Sebagai pusat ekonomi dan bisnis, Kecamatan Genteng menjadi salah satu
kawasan strategis di Surabaya, dengan berbagai fasilitas umum, seperti pusat
perbelanjaan, pasar tradisional, kantor pemerintahan, serta akses transportasi yang
cukup mudah.

Selama tiga tahun berturut-turut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya
Genteng berhasil mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Keberhasilan
ini merupakan hasil dari kerja keras dan dedikasi tinggi seluruh pegawai yang secara
konsisten berkontribusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan
pajak. Selain itu, peran wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya juga
menjadi faktor penting yang mendukung kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Surabaya Genteng dalam mencapai pencapaian tersebut.

Penyusunan laporan kinerja (LAKIN) merupakan upaya untuk
mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran serta untuk
mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan dilakukan sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016
mengenai Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
Lingkungan Kementerian Keuangan. Selain itu, LAKIN ini mengacu pada regulasi yang
ditetapkan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain berpedoman pada peraturan yang telah disebutkan di atas, penyusunan
LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng juga mengacu pada Rencana
Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020, dan Rencana Kerja
Direktorat Jenderal Pajak tahun 2023. Dengan mengintegrasikan ketentuan regulasi dan
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B.

arah strategis yang telah ditetapkan, penyusunan LAKIN ini diharapkan dapat
memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pencapaian kinerja Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng serta keselarasan dengan visi dan misi
Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

B.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka kedudukan, tugas, dan fungsi KPP
Pratama adalah sebagai berikut:

A) Kedudukan
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng dalah unit vertikal yang berada
di bawah DJP, yang merupakan bagian dari struktur organisasi Kementerian
Keuangan Republik Indonesia. Sebagai unit vertikal, Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Surabaya Genteng memiliki kedudukan di tingkat eselon |ll yang berada di bawah
eselon Il yaitu Kanwil DJP Jawa Timur .
B) Tugas Pokok
Melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Waijib Pajak
di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang
Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan
melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah
wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
C) Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi:
1) analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
2) penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang
KPP;
3) pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
4) pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Waijib
Pajak;
5) pengukuhan dan pen ca bu tan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
6) pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
7) penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak
maupun masyarakat;
8) pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
9) pendataan, pemetaan Waijib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan,;
10) penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan
perpajakan;
11) pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
12) penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan
eksternal;
13) pemutakhiran basis data perpajakan;
14) pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
15) pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
16) pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
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17
18
19
20

penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
pelaksanaan administrasi kantor.

~— N ~— ~—

B.2 Struktur Organisasi

Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Surabaya Genteng didukung oleh unit-unit eselon IV dan jabatan fungsional, yang meliputi
1 Bagian, 9 Seksi, dan 2 jabatan fungsional. Unit-unit tersebut telah lahir dan disusun
sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi yang berbasis pada pelayanan yang efisien,
efektif dan fokus. Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng
PMK 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
210/ PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Pajak adalah sebagai berikut:

KANTOR
PELAYANAN PAJAK

SUBBAGIAN UMUM
AN KERATUHAM INTERNAL

Dy
m m m R W
\TAN

JABAT
FUNGSION,

SEKSI PENJAMINAN
KUALITAS DATA

Agar suatu organisasi dapat berjalan dengan optimal maka perlu didukung dengan
Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Organisasi yang ideal membutuhkan SDM
yang memadai baik dari sisi kuantitas mapun kualitas sehingga dapat mewujudkan visi
dan misi dari organisasi tersebut. SDM Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya
Genteng per 31 Desember 2024 adalah sejumlah 83 orang yang berdasarkan golongan
dapat dirinci sebagai berikut:

Golongan Il =20 Orang
Golongan llI =52 Orang
Golongan IV =11 Orang

Dari jumlah tersebut di atas dapat kualitas sumber daya manusia Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Surabaya Genteng berdasar tingkat pendidikan sebagai berikut:

Pasca Sarjana =17 Orang
Sarjana/DIV = 35 Orang
Dl =15 Orang
DI =12 Orang
SMA =4 Orang
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Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng untuk sementara terletak di
gedung sewa pada Gedung Graha Pacific Surabaya Jalan Jend. Basuki Rahmad No 87-
91, Kota Surabaya, dengan ruangan yang dibagi berdasarkan seksi-seksi pada tiap lantai.
Lantai 2 terdapat Fungsional Pemeriksa Pajak dan Ruang Arsip Seksi Pelayanan. Lantai
3 terdapat Seksi Pelayanan, lantai 5 terdapat Kepala Kantor, Sekretaris, Seksi
Pengawasan I, II, lll, IV, V, dan VI serta Seksi Penjaminan Kualitas Data. Sedangkan,
lantai 10 terdapat Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal dan Seksi Pemeriksaan,
Penilaian, dan Penagihan.

Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) yang telah dilengkapi dengan sistem antrian
menggunakan layar sentuh (Touch Screen), layanan mandiri, dan ruang konsultasi.
Namun, karena Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng saat ini masih
berlokasi di gedung sewa maka keterbatasan ruangan seperti ruang laktasi, ruang baca,
ruang bermain anak, dan ketersediaan tempat parkir yang cukup memadai bagi karyawan
dan Wajib Pajak.

Sedangkan kekuatan Sumber Daya dari luar (aspek-aspek eksternal) yang
berpengaruh adalah:

1) Hubungan dengan pihak ketiga/Pemda/Instansi terkait;

2) Perubahan/perkembangan sosial ekonomi yang sangat cepat dengan tingkat
pertumbuhan yang dinamis;

3) Wilayah Kerja meliputi 5 Kelurahan di pusat Kota Surabaya dan potensi pajak yang
beragam.

Sektor-sektor usaha yang menonjol yang terdapat pada sentra kegiatan
bisnis/ekonomi di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng
terdiri dari:

a. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, Sepeda Motor;
Jasa Keuangan dan Asuransi;
Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib;
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan
Transportasi dan Perdagangan.
Seluruh kekuatan sumber daya tersebut di atas diharapkan mampu menjadi
andalan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng dalam mengemban amanat
fiskal pemerintah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai instansi pemerintah.

©aoo0o

C. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng
tahun 2024 adalah sebagai berikut:
Bab I. Pendahuluan
Pada Bab ini disajikan secara singkat mengenai latar belakang penyusunan
LAKIN; kedudukan, tugas, dan fungsi; struktur organisasi, serta sistematika
pelaporan.

Bab Il.  Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini disajikan penjelasan secara rinci mengenai Rencana Strategis
(Renstra), Perencanaan Kinerja, dan refinement Perjanjian Kinerja.
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Bab Ill.  Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
Pada Bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi Anggaran,
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, dan Evaluasi dan Peningkatan
Akuntabilitas Kinerja

Bab IV. Penutup
Pada Bab ini berisi narasi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerjanya.
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A.

A1

A2

A3.

BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang
berfungsi sebagai panduan dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di
lingkungan DJP. Renstra DJP disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun).
Renstra DJP Tahun 2020-2024 yang memuat peran organisasi dalam mendukung
pencapaian visi, misi, dan sasaran strategi organisasi untuk tahun 2020-2024.

Visi Direktorat Jenderal Pajak

Sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, visi DJP
adalah:
“Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara
melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efsien, Efektif, Berintegritas, dan
Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola
Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif,
Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.

Misi Direktorat Jenderal Pajak

1.  Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan
ekonomi Indonesia;

2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi,
edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan

3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang
adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan
bermotivasi. (Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020)

Tujuan

Penerimaan dalam negeri harus menjadi sumber utama apabila kemandirian
pembiayaan negara menjadi cita-cita bangsa Indonesia dan benar-benar ingin
direalisasikan. Untuk itu penerimaan pajak yang merupakan salah satu komponen
penerimaan dalam negeri harus ditingkatkan peranannya karena pajak merupakan
sumber penerimaan utama yang mereflesikan praktik demokrasi yang paling mendasar
yaitu peran serta rakyat dalam membiayai negara dan pemerintahnya.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat
Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan
tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 — 2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal; dan
3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

6|Laporan Kinerja Tahun 2024



B. Perjanjian Kinerja

B.1 Penetapan/Perjanjian Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai
penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis,
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.
Penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal
selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam
pembuatan Peta Strategi, Sasaran Strategis (SS), dan IKU/IKI KPDJP
mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit
Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun
2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan.
Penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2024 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Surabaya Genteng ditandai dengan pendandatanganan Perjanjian Kinerja dan Sasaran
Kinerja Pegawai (SKP) antara Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya
Genteng dengan Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I. Kontrak Kinerja tahun 2024 meliputi
10 SS dan 20 IKU yang harus dicapai selama kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31
Desember 2024. Peta Strategis Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya
Genteng tahun 2024 adalah sebagai berikut:
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Peta strategi tahun 2024 terbagi dalam 4 (empat) perspektif dan meliputi 10 sasaran
strategis dan 20 indikator kinerja utama. 4 (empat) perspektif tersebut adalah:
1. Stakeholder Perspective
Perspektif Stakeholder mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk
memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang stakeholder.
Stakeholder (pemangku kepentingan) merupakan pihak internal maupun eksternal
yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau
outcome dari suatu organisasi, namun tidak menggunakan layanan organisasi secara
langsung. Stakeholder perspective terdiri dari satu SS yaitu Penerimaan negara dari
sektor pajak yang optimal.
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2. Customer Perspective
Perspektif Customer mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk
memenuhi harapan customer dan/atau harapan organisasi terhadap customer.
Customer (pengguna layanan) merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan
output atau pelayanan suatu organisasi. Customer Perspective terdiri dari dua SS
yaitu:
a. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi; dan
b. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi.

3. Internal Process Perspective
Perspektif Internal Process mencakup SS yang ingin diwujudkan melalui rangkaian
proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai
bagi stakeholder dan customer (value chain). Internal Process Perspective terdiri dari
lima SS yaitu:

Edukasi dan pelayanan yang efektif;

Persentase pengawasan pembayaran masa;

Pengujian kepatuhan material yang efektif;

Penegakan hukum yang efektif; dan

Data dan informasi yang berkualitas.

4. Learning and Growth Perspective
Perspektif Learning and Growth mencakup SS yang berupa kondisi ideal atas sumber
daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh
organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan output atau outcome
organisasi yang sesuai dengan harapan customer dan stakeholder. Learning and
Growth Perspective terdiri dari dua SS yaitu:
a. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif; dan
b. Pengelolaan keuangan yang akuntabel.

©o0To

Selanjutnya dari 10 Sasaran Strategis tersebut dijabarkan ke dalam IKU.
Keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU serta target tahun 2024 disajikan dalam
tabel sebagai berikut.

Sasaran . o
Brogram/Kegiatan Indikator Kinerja
Penerimaan 01?-CP Persentase realisasi penerimaan 100%
_ pajak
1 negara dari sektor —
pajak yang 01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan
optimal penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi 100
perencanaan kas
02a-CP Persentase realisasi penerimaan
pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran 100%
Kepatuhan tahun | Masa (PPM)
2 berjalan yang
tinggi 02b-CP Persentase capaian tingkat
kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh 100%
Waijib Pajak Badan dan Orang Pribadi
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Sasaran

manajemen kinerja dan manajemen risiko

0. Brogram/Kegiatan Indikator Kinerja Target
Kepatuhan tahun | 03a-CP Persentase realisasi penerimaan
sebelumnya yang | pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan 100%
tinggi Material (PKM)
04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor
Edukasi dan dan bayar atas kegiatan edukasi dan 74%
pelayanan yang | Penyuluhan
efektif 04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan 100%
Efektivitas Penyuluhan °
Pengawasan
pembayaran 05a-CP Persentase pengawasan pembayaran 90%
.. | masa
masa yang efektif
06a-CP Persentase penyelesaian permintaan
. 100%
_ penjelasan atas data dan/atau keterangan
Pengujian
kepatuhan 06b-N Persentase pemanfaatan data selain 100%
material yang tahun berjalan °
fektif
eted 06¢c-N Efektivitas Pengelolaan Komite 100%
Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu °
07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan 100%
penilaian °
Penegakan
hukum Yang 07b-CP Tingkat efektivitas penagihan 75%
efektif
07c-N Persentase penyampaian usul 100%
Pemeriksaan Bukti Permulaan °
08a-CP Persentase penyelesaian Laporan
Data dan Penggmatan dan Penyediaan Data Potensi 100%
informasi yang Perpajakan
berkualitas 08b-CP Persentase penghimpunan data
. . 55%
regional dari ILAP
09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan 100
Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM
Pengelolaan
Organisasi dan 09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit 85
SDM yang adaptif
09c-N Indeks efektivitas implementasi 90
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\[o] Sasaran Indikator Kinerja

' Program/Kegiatan

Pengelolaan
engelolaa 10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan
10 keuangan yang 100
anggaran
akuntabel

Sementara target kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng
tahun 2024 dalam rangka mendukung Renstra DJP 2020-2024 adalah:

\[o} Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target R%I'LSFEFEI
1 Penerimaan negara | 01a-CP Persentase realisasi 100% 100%
dari sektor pajak penerimaan pajak
yang optimal
2 Kepatuhan tahun 02a-CP Persentase realisasi 100% 100%

berjalan yang tinggi | penerimaan pajak dari kegiatan
Pengawasan Pembayaran Masa

(PPM)
3 Kepatuhan tahun 03a-CP Persentase realisasi 100% 100%
sebelumnya yang penerimaan pajak dari kegiatan
tinggi Pengujian Kepatuhan Material
(PKM)
4 Edukasi dan 04b-N Indeks Kepuasan 100% 100%
pelayanan yang Pelayanan dan Efektivitas
efektif Penyuluhan
5 Pengawasan 05a-CP Persentase 90% 90%

pembayaran masa pengawasan pembayaran masa
yang efektif

6 Pengujian 06a-CP Persentase 100% 100%
kepatuhan material penyelesaian permintaan
yang efektif penjelasan atas data dan/atau
keterangan
7 Pengelolaan 10a-CP Indeks kinerja kualitas 100 100
keuangan yang pelaksanaan anggaran
akuntabel

B.2 Refinement Kontrak Kinerja

Sebagai bentuk upaya dalam mencapai sasaran strategis yang lebih ideal, terdapat
beberapa perbaikan dan penyempurnaan IKU/IKI tahun 2025. DJP selalu melakukan
perbaikan dan penyempurnaan pada beberapa IKU. Penyempurnaan (refinement) IKU
dilakukan agar pengukuran kinerja yang tergambar melalui IKU semakin baik dari tahun-
tahun sebelumnya. Perbaikan dan penyempurnaan dilakukan melalui perubahan ruang
lingkup/reformulasi IKU, defnisi IKU, target IKU serta penetapan IKU baru dan
penghapusan IKU. Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya
Genteng telah mengirimkan Nota Dinas secara berjenjang kepada Kanwil DJP Jawa
Timur | melalui Nota Dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng
nomor ND-1220/KPP.1109/2024 tanggal 30 Agustus 2024 hal Penyampaian Permintaan
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Masukan Refinement Peta Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja
Utama/Indikator Kinerja Individu (IKU/IKI) Unit Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Tahun
2025 yang selanjutkan akan disampaikan berjenjang oleh Kanwil DJP Jawa Timur | selaku
AKO-Two kepada Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One.

1. Penetapan IKU Baru
IKU baru yang ditetapkan dalam rangka mengukur proses bisnis dan resources DJP
yang selama ini belum terakomodasi dalam Perjanjian Kinerja DJP. Adapun rincian
IKU baru adalah sebagai berikut:
o Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Waijib Pajak KPP tepat waktu;
¢ Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian;
o Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan;
o Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM; dan
¢ Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko.

2. Penghapusan IKU antara lain:
o Tingkat efektivitas pemeriksaan;
o Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan;
e Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi; dan
o Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen
Risiko.

Pada Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya
Genteng tahun 2024, terdapat beberapa IKU baru dan penyesuaian dengan tujuan
peningkatan kinerja organisasi, sebagai berikut:

Kode Sasaran Strategis/ Target Target

SS/IKU Indikator Kinerja Utama 2023 2024

Stakeholder Perspective (30%)

1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak 100,00% | 100,00%

1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak 100,00 100,00
bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Customer Perspective (20%)

2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari 100,00% | 100,00%
kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan 100,00% | 100,00%

penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak
Badan dan Orang Pribadi

3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari 100,00% | 100,00%
kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
Internal Process Perspective (25%)

4 Edukasi dan pelayanan yang efektif

4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar 70,00% | 74,00%
atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
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Kode

Sasaran Strategis/

Target

Target

SS/IKU Indikator Kinerja Utama 2023 2024

4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas 81,00 100,00%
penyuluhan

5 Persentase pengawasan pembayaran masa

5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa 90,00% | 90,00%

6 Pengujian kepatuhan material yang efektif

6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan 100,00% | 100,00%
atas data dan/atau keterangan

6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun 100,00% | 100,00%
berjalan

6¢-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Waijib 100,00%
Pajak KPP tepat waktu

7 Penegakan hukum yang efektif

7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian 100,00%

7b-CP Tingkat efektivitas penagihan 75,00% | 75,00%

7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti 100,00%
Permulaan

8 Data dan informasi yang berkualitas

8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan | 100,00% | 100,00%
penyediaan data potensi perpajakan

8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP 55,00% 55,00%

Learning & Growth Perspective (25%)

9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan 100,00
kegiatan kebintalan SDM

9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit 85,00 85,00

9¢c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja 90,00
dan manajemen risiko

10 Pengelolaan keuangan yang akuntabel

10a-CP | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 100,00 100,00
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu
organisasi yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dnegan memperhitungkan bobot IKU
dan bobot perspektif. Tahapan penghitungan NKO dimulai dengan identifikasi raw data,
menghitung realisasi IKU, indeks capaian IKU, nilai sasaran strategis, nilai perspektif,
hingga mendapatkan NKO.

Dari perhitungan keseluruhan capaian IKU tersebut, diperoleh NKO Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng Tahun 2024 adalah sebesar 107,45.

Perspekiit

Stakeholder 30%
Customer 20%
Internal Process 25%
Learning & Growth 25%

Nilai Kinerja Organisasi

Jika dibandingkan dengan pencapaian NKO selama 5 (lima) tahun terakhir
sebagaimana grafik di bawah ini

114
112
110
108

106

102

100
2020 2021 2022 2023 2024

Pada tahun 2022, pernah terjadi peningkatan yang cukup signifikan, namun pada tahun
2023 mengalami penurunan. Sementara itu, pada NKO tahun 2024 terjadi peningkatan
yang moderat dibandingkan dengan tahun 2023. Peningkatan NKO ini menandakan
bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng telah senantiasa melakukan
berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja.
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Pencapaian IKU pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng merupakan
pencapaian kinerja dalam tahun 2024 yang telah dilaksanakan sehingga sasaran dan
tujuan dapat tercapai. Capaian IKU tersebut disajikan sesuai terlampir.

NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR |
KPP KPP PRATAMA SURAEBAYA GENTENG
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAMN IV

TAHUN 2024
Sasaran Strategis/Iindikator Kinerja Utama Target Realisasi | Polarisasi
SSNKU Capaian
Stakeholdey DB
1 Penerimaan negara dari sekior pajak yang optimal
1a-CP | Persentase realisasi penenmaan pajak 100,005 | 100,07% Max
. |n|:|e.ns realisasi pertumbuhan penerimean pajek buto dan 100,00 100,02 W
deviasi proyeksi perencanaan kas

Cusiomer Farspeciv

2 Kepatuhan tahun berjalan yang tngoi

In.CP Persentase reslisasl penenimaen pajek dan kegiatan 100,00% 100,05% Max

Pengawasan Pombayeran Masa (PPM)

Persentase capalan tingkat kepabshan penyampaian 5P1

Tahunan PPh Wajib Pajek Badan dan Orang Pribadi

3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggl

18-CP Persentase reslisasl penenimaen pajek dan kegiatan 100,00% 100,38% Max

Pengujian Kepatuhan Material (PEM)

internal Process Perspactive

4 Edukasi dan pelayanan yang efekiif

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayer atas kegiatan

edukas! dan peryuluhan

4b-N | Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan 100,00% | 112.10% Max 21,00%
5 Persentase PENQAWESAN peMbEYaran mass

[T | Max

6 Pengujian kepatuhan material yeng efakif

Persentase penyelesalan permintaan penjelasan atas data

100,005 107, 28% Max

T4.00% 83, 60 Max 21,00%

Ga-CP 100,005 120,00% Max 14,00%
dan/atau keterangan
Bb-N | Persentase pemanfaatan data selain tehun benalan 100,005 118,67% Max 14,00%
Efektivitas Pengalolasn Komite Kepetuhan Weph Pejsk KPP
Go-M b 100,0005% 118,31% Max T4,00%
1epat wakiu
7 Penegakan hukum yang efektif
7a-CP | Tingkat efekbvitas pemeriksean dan penilaian 100,005 11E,58% Max
7b-CP | Tingkat efektivitas pensghan 75.00% 107 43% Max
Toc-M | Persentase penyampalan wsul Pemariksaan Bukili Permulaan | 100,008 100,00% Max
a Data dan informesi yang berkualitas
Persentase elesaian kaparan amatan dan
da-CP peny Paren peng 100,00% | 12000% Max
penyediaan data potensi perpajakan

db-CP | Persentase penghimpunan deta regional dari ILAP 55,00% 61,50% Max

Leaming & Growih Fe

CTIE

9 Pengelolaan Organisasi dan SD8 yang adaptif

Tingkat kuaktas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan
Ba-N I] e pel ) 100,00 16,75 Max T4,00% 33,33%
kabintalan S0M

8b-M Indeks Panilaian Integritas Unit E5.00 93,87 Max T4,00% 33.33%

Indeks efestivitas implementasi manajemen ki dan
9c-N ) el yemen Knelr 0,00 949,18 Max 14,00% 33.33%
manajemean risiko

0 Pengelolaan keuangan yang akuniabel

10a-CP | Indeks kinera kualitas pelaksgnaan anggaran 100,00 1080 | Max [ PM| 14.00% 100,00%

Milal Kinerja Organisas

Dicetak melalul Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal |4 Januari 2025 pukul | 5:09:00 WIB

Sebagaimana tabel capaian nilai kinerja organisasi di atas, Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Surabaya Genteng telah melampaui seluruh target dari dua puluh IKU yang telah
ditetapkan pada awal tahun 2024 sehingga 20 IKU berstatus hijau. Penjelasan atas setiap
capaian IKU pada masing-masing sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut.

14| Laporan Kinerja Tahun 2024



A.1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

A.1.1 IKU 1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

TIR Q1 Q2 Sm.1 Q3 |sd.Q3| 04 Y 2024
Target 20.00% | 50% 50% | 75% | 75% | 100% | 100%
Realisasi 18,25% | 44,52% | 44,52% | 63,37% | 63,37% | 100,07% | 100,07%
Capaian 91,26 | 89,04 | 89,04 | 90,53 | 90,53 | 100,07 | 100,07

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui
penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan
Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta
efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

b. Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto
dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak
(SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah
Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak
melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang
asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan
(Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target
penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-
undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan. Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP
yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan
Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Target penerimaan pajak KPP merupakan
target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang
ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi
Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP
lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di
KPP baru

c. Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak

x 100%

Target penerimaan pajak
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d. Realisasi IKU

Realisasi s.d. 31 Desember 2024
Realisasi Tahun 2024 Capaian Tahun 2024

Target 2024

Rp1.651.173.590.000 Rp1.652.257.159.993 100,07%

Realisasi penerimaan pajak ini berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran
Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Surabaya Genteng sampai dengan
Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp1.652.257.159.993 atau 100.07% dengan indeks
capaian sebesar 100.07

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun
sebelumnya

Realisasi Realisasi Realisasi | Realisasi Realisasi
Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024
Persentase
Realisasi 97,81% 90,19% 128,35% 104,22% 100,07%
Penerimaan Pajak

Sumber: Aplikasi Portal DJP data tanggal 23 Januari 2025 dan Laporan Nilai Kinerja
Organisasi

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024
mengalami sedikit penurunan dibanding dua tahun sebelumnya, namun masih tetap di jalur
yang benar dan menunjukkan perbaikan yang lebih baik dengan realisasi selama empat
tahun terakhir. PPN dalam negeri menjadi satu satunya yang memiliki pertumbuhan negatif
cukup besar. Capaian kinerja penerimaan pajak tahun 2024 tidak terlepas dari pengawasan
Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor,
pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja),
Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, RPJMN (jika ada) dengan Target dan
Realisasi IKU Tahun 2024

Dokumen Perencanaan Realisasi
Target Target Target Target
Nama IKU Tahun Tahun 2024 Tahun Tahun 2024
2024 dalam 2024 dalam Realisasi
dalam Renstra dalam Perjanjan
Renja DJP DJP RPJMN Kinerja
Persentase
Realisas 100% 100% - 100% 100,07%
Penerimaan
Pajak
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Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025 dan
Aplikasi Portal DJP tanggal 23 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan
pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga
melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024
diantaranya:

a) Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor, hal ini
ditandai dengan pertumbuhan positif yang cukup tinggi pada PPN Impor (44,94%) dan
PPh pasal 22 Impor (57,87%);

b) Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif yang ditandai dengan pertumbuhan
positif pada PPh pasal 25/29 OP (129,95%) dan PPh pasal 25/29 Badan (25,91%);

c) Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU Target Tahun Standar Nasional Realisasi Tahun
2024 (APBN) 2024
Perserltase Regllsa3| 100% 100% 100.07%
Penerimaan Pajak

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025 dan
Aplikasi Portal DJP tanggal 23 Januari 2025

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target
yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami
pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPh pasal 25/29 OP dan Badan merupakan salah
satu dampak meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi.

5. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi Periode

e Percepatan penyelesaian SP2DK Outstanding 2025

o Percepatan penerbitan dan penyelesaian SP2DK DPP

e Percepatan tindak lanjut Data Dukung Revenue Management
(DDRM) melalui Imbauan WRA

o Kegiatan Konseling WRA

e Penerbitan STP Pengawasan
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